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. PENETAPAN

Nomor 214/Pdt.G/2020/PA Bb

Sl o

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan
penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Buton, 30 Desember 1971,

agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan
S1, tempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota

Baubau, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON tempat dan tanggal lahir Ambon, 06 Mei 1976, agama
Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SLTA,
Dahulu di Kecamatan lakudo, Kabupaten Buton
Tengah, Sekarang tidak diketahui lamatnya
yang pasti didalam maupun diluar wilayah

Negara RI, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA
Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada hari Jumat
tanggal 05 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 214/Pdt.G/2020/PA Bb
telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :
1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 1993, Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Propinsi
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e Maluku, sebagaimana bukti berupa Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah
Nomor : XXXX, tertanggal 27 Januari 2020.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama

sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua
Termohon, di Kota Ambon, dan tinggal selama kurang lebih 2 tahun,
setelah itu Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal, dan
terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon
di Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, dan tinggal sampai bulan
Maret 2016.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikarunai
4 orang anak, masing-masing bernama : ANAK |, umur 26 tahun, ANAK II,
umur 25 tahun, ANAK llI, umur 21 tahun, dan ANAK IV, umur 23 tahun,
anak-anak tersebut dalam asuhan Pemohon.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula
berjalan rukun dan baik, sebagaimana layaknya suami istri, namun pada
bulan Maret 2016, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa
izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon, dan selama kepergian Termohon
tersebut Termohon tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim kabar
maupun berita kepada Pemohon, sehingga sejak itu pula Pemohon dan
Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan selama
kurang lebih 4 tahun lamanya.

5. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon melalui keluarganya
namun tidak berhasil.

6. Bahwa Termohon pernah bertempat tinggal di alamat tersebut diatas,
namun sudah meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Maret
2016, sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon
sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama
Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan

datang.
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e Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau cg. Majelis hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :
Primer :
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada
Termohon didepan ruang sidang pengadilan Agama Baubau

3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum
Subsider :
Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, baik Pemohon dan
Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya
untuk menghadap, meskipun menurut relaas panggilan Pemohon dan Termohon
yang dibacakan dalam persidangan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara
resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakdatangannya disebabkan suatu halangan
yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara

persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini, ternyata Pemohon dan
Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan atau menyuruh orang lain
datang menghadap sebagai kuasanya/wakilnya, meskipun menurut berita acara
panggilan (relaas) Pemohon dan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut,
sedang tidak ternyata ketidakdatangannya disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 148 R.Bg yang menyatakan bahwa “apabila
Pemohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga
tidak menyuruh orang mewakilinya, maka permohonannya dinyatakan gugur dan
Pemohon dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk

mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut.”
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- - Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis

Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh berperkara
sehingga beralasan untuk menggugurkan pemohonan Pemohon tersebut;
Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan
sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah
diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.
Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan
dengan perkara ini.
MENETAPKAN
1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 19
Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1442 Hijriyah,
oleh Miftah Faris, S.H.l. sebagai ketua majelis, Alvin Syah Kurniawan, S.H. dan
Reshandi Ade Zein, S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu
juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan

dibantu oleh Musmiran, S. H, panitera pengganti, tanpa hadirnya Pemohon dan

Termohon.
Hakim Anggota | Ketua Majelis,
Alvin Syah Kurniawan, S.H. Miftah Faris, S.H.I.
Hakim Anggota Il

Reshandi Ade Zein, S.H.I
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Panitera Pengganti,

Musmiran, S. H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

- Proses :Rp 50.000,00

- Panggilan ‘Rp 225.000,00

- PNBP :Rp 20.000,00

- Redaksi :Rp 10.000,00

- Meterai :Rp 6.000,00
Jumlah :Rp 341.000,00
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).
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